
SALINAN 

$kw 
BUPATI KUTAI KARTANEGARA 

PROVINS! KALIMANTAN TIMUR 

PERATURAN BUPATI KUTA! KARTANEGARA 
NOMOR 56 TAHUN 2020 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI KUTA! KARTANEGARA 
NOMOR 65 TAHUN 2019 TENTANG PEDOMAN PEMBERlAN HIBAH DAN BANTUAN 

SOSIAL YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN 
BELANJA DAERAH 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI KUTA! KARTANEGARA, 

Menimbang 

Mengingat 

a. bahwa dalam rangka menyesuaian terhadap Peraturan 
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan 
keuangan Daerah, serta untuk efektivitas, efisiensi dan 
akuntabilitas pengelolaan belanja hibah dan bantuan sosial 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan 
Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Kutai 
Kartanegara Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman 
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan 
Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang 
Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9 sebagai 
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1820); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang 
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 



Menetapkan 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah 
terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik 
Indonesia Nomor 2 1  Tahun 2 0 1 1  tentang Perubahan Kedua 
Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan 
Keuangan Daerah; 

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia 
Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  tentang Pedoman Pemberian Hibah 
dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 201 1  Nomor 450) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2019 
tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2 0 1 1  ten tang 
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang 
Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 
Nomor 1560 ) ; 

7. Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 65 Tahun 2019 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial 
Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2019 Nomor 65); 

MEMUTUSKAN: 

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERTAURAN 
BUPATI KUTAI KARTANEGARA NOMOR 65 TAHUN 2019 
TENTANG PEDOMAN PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL 
YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA 
DAERAH. 

Pasal I 

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Kutai Kartanegara 
Nomor 65 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan 
Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah (Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara 
Tahun 2019 Nomor 65) diubah sebagai berikut: 

1. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 8 

Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) 
sebagai dasar pertimbangan TAPD kepada Bupati dan 
memperhatikan permohonan yang diajukan untuk 
menunjang: 



a. Program yang tertuang dalam Rencana Pembangunan 
Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kutai 
Kartanegara; 

b. Program dan Kegiatan yang telah di jabarkan dalam 
Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah;dan 

c. Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah. 

2.  Ketentuan Pasal 1 1  diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 1 1  

( 1 )  Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, 
Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik 
Negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta 
organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum 
Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan 
peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak 
mengikat, serta tidak secara terns menerus setiap 
tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 

(2) Pemberian hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
ditujukan untuk menunjang pencapaian Sasaran 
Program dan Kegiatan Pemerintah Daerah sesuai 
kepentingan Daerah dalam mendukung 
terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, 
dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas 
keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk 
masyarakat. 

(3) Belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  
dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan 
Keuangan Daerah setelah memprioritaskan 
pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan 
Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain 
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang 
undangan 

3. Ketentuan Pasal 32 diubah, sehingga berbunyi sebagai 
berikut: 

Pasal 32 

( 1 )  Belanja bantuan sosial digunakan untuk 
menganggarkan pemberian bantuan berupa uang 
dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok 
dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terns 
menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi 
dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali 
dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan. 

(2) Keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana 
dimaksud pada ayat ( 1 )  diartikan bahwa bantuan 
sosial dapat diberikan setiap tahun anggaran sampai 
penerima bantuan telah lepas dari resiko sosial. 

.
,



(3) Belanja bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1 )  dianggarkan dalam APBD sesuai dengan 
kemampuan Keuangan Daerah setelah 
memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan 
Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, 
kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan 
peraturan perulndang-undangan. 

Pasal II 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Kartanegara. 

Ditetapkan di Tenggarong 
pada tanggal 4 September 2020 

BUPATI KUTAI KARTANEGARA, 

EDIDAMANSYAH 

Diundangkan di Tenggarong 
pada tanggal 7 September 2020 

SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA, 

SUNGGONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTA! KARTANEGARA TAHUN 2020 NOMOR 56 

Salinan Se uai Dengan Aslinya 
Sekretariat Daerah bupaten Kutai Kartanegara 

Kepala gian Hukump 

PUNDM 

NIP. 19780605 
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